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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari bahasan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan putusan dispensasi 

nikah di pengadilan agama Padang Padang dilakukan melalui penggalian 

nilai hukum dan keadilan yang komprehensif dengan memprioritaskan 

empat aspek utama: pencegahan kemudaratan moral (seperti zina), 

kemandirian ekonomi calon suami, kesiapan fisik serta psikologis 

mempelai, dan pemenuhan syarat syar’i tanpa adanya halangan 

pernikahan. Secara substantif, hakim menerapkan prinsip maslahah 

mursalah untuk memastikan bahwa pemberian izin tersebut benar-benar 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemohon, menolak dampak 

negatif sosial, serta tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan 

demi terwujudnya tujuan perkawinan yang harmonis dan lestari. 

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Padang bertumpu pada tiga landasan utama, yaitu 

pemenuhan hak pendidikan dan kematangan psikologis anak guna 

menjamin kepentingan terbaik mereka, ketiadaan bukti keadaan 

mendesak di mana kekhawatiran akan pergaulan bebas dinilai sebagai 

persoalan pola asuh dan bukan situasi darurat, serta ketidaksiapan 

ekonomi pemohon yang berisiko memicu konflik rumah tangga dan 

kemiskinan baru. Melalui pertimbangan tersebut, hakim berupaya 

menjaga keseimbangan perlindungan anak sesuai undang-undang, 

meskipun keputusan ini tetap memiliki risiko munculnya pernikahan siri 

di tengah masyaraka. 

3. Analisis Maslahah terhadap putusan perkara dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Padang menyimpulkan bahwa hakim secara konsisten 

menerapkan prinsip maslahah mursalah dengan memprioritaskan alasan 
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mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, sebagai kategori maslahah 

daruriyyah guna menghindari kemudaratan yang lebih besar bagi anak 

dan status hukumnya. Di sisi lain, hakim tetap selektif terhadap alasan 

kekhawatiran orang tua demi mencegah dampak negatif pernikahan dini, 

seperti risiko kesehatan dan terhambatnya pendidikan. Secara 

keseluruhan, putusan hakim mencerminkan upaya menyeimbangkan 

kepastian hukum dan kemanfaatan, meskipun masih diperlukan 

harmonisasi regulasi dan penguatan seleksi perkara agar dispensasi 

nikah benar-benar menjadi solusi darurat yang melindungi hak anak 

serta kemaslahatan keluarga secara optimal.  

5.2 Saran  

1. Diharapkan para hakim tetap konsisten dan semakin selektif dalam 

menerapkan prinsip maslahah mursalah dengan memprioritaskan 

pemberian dispensasi nikah hanya untuk alasan yang sangat mendesak 

atau darurat, seperti kasus kehamilan di luar nikah guna menjamin 

kepastian status hukum anak yang akan lahir. Selain itu, diperlukan 

standarisasi yang lebih ketat mengenai parameter 'alasan mendesak' 

agar tidak terjadi multitafsir dalam mengabulkan permohonan, sehingga 

tujuan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah 

pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak tetap terjaga dengan 

optimal. 

2. Orang tua hendaknya lebih proaktif dalam mengawasi pergaulan anak 

guna mencegah perilaku bebas yang berisiko memicu kehamilan di luar 

nikah, sekaligus menyadari bahwa pernikahan dini bukanlah solusi 

utama dalam mengatasi persoalan ekonomi maupun rendahnya tingkat 

pendidikan. Hal ini perlu didukung dengan pemberian edukasi 

berkelanjutan bagi masyarakat mengenai berbagai risiko pernikahan 

dini, mulai dari aspek kesehatan reproduksi dan kesiapan psikologis, 

hingga potensi ketidakstabilan rumah tangga yang kerap berujung pada 
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perceraian, demi mewujudkan keluarga yang lebih kokoh dan 

berkualitas. 

3. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai efektivitas kehidupan rumah tangga pasangan yang 

mendapatkan dispensasi nikah setelah beberapa tahun berjalan (studi 

jangka panjang), guna melihat apakah nilai maslahah yang 

dipertimbangkan hakim saat persidangan benar-benar terwujud dalam 

kesejahteraan keluarga mereka. 
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